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ABSTRAK 

 

Farhana. 202320251011. “Penerapan Konsep Plea Bargaining System Dalam 

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaitkan dengan Tujuan 

Pemidanaan” 

       Negara Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan signifikan 

dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait penumpukan perkara di pengadilan. 

Dengan jumlah perkara yang terus meningkat, Mahkamah Agung dan lembaga 

peradilan lainnya mengalami kesulitan dalam memberikan keadilan secara cepat 

dan efisien. Dalam konteks ini, penerapan konsep plea bargaining system, di 

Indonesia dikenal dengan pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus, yang 

diatur dalam RUU KUHAP, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat 

proses penyelesaian perkara, mengurangi backlog dan memberikan akses keadilan 

yang lebih baik bagi masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan bagi 

terdakwa untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman yang lebih ringan, 

sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan efisien. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana 

penerapan konsep plea bargaining system dapat berkontribusi terhadap 

pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimana sistem ini 

dapat diintegrasikan dengan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi 

dan pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis 

normatif dengan pendekatan analitis, yang mengkaji peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait untuk mengevaluasi penerapan 

konsep plea bargaining system dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini juga membandingkan praktik plea bargaining system di negara lain 

untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus, dalam RUU 

KUHAP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui 

kesalahan, proses peradilan dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi beban 

perkara di pengadilan dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku 

kejahatan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti potensi 

tekanan terhadap terdakwa, pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat dapat 

memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan adil dan transparan. Dengan 

demikian, penerapan konsep plea bargaining system diharapkan dapat mendukung 

tujuan pemidanaan yang lebih luas dan menciptakan sistem peradilan yang lebih 

adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Kata kunci: Konsep Plea Bargaining System, Pembaharuan RUU KUHAP, Tujuan 

Pemidanaan. 
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ABSTRACT 

 

Farhana. 202320251011. "The Application of the Plea Bargaining System Concept 

in the Reform of the Criminal Justice System in Indonesia is Associated with 

Criminal Objectives" 

       Indonesia as a country of law faces significant challenges in the criminal 

justice system, especially related to the accumulation of cases in court. With the 

number of cases continuing to increase, the Supreme Court and other judicial 

institutions are experiencing difficulties in providing justice quickly and efficiently. 

In this context, the application of the concept of plea bargaining system, in 

Indonesia known as the confession of guilt of the defendant through a special 

channel, which is regulated in the Criminal Procedure Bill, is expected to be a 

solution to speed up the case settlement process, reduce the backlog, and provide 

better access to justice for the community. This concept provides an opportunity for 

defendants to admit guilt and receive lighter sentences, thus creating a more 

responsive and efficient justice system. The urgency of this research lies in the need 

to understand how the application of the concept of plea bargaining system can 

contribute to the reform of the criminal justice system in Indonesia, as well as how 

this system can be integrated with broader criminal objectives, such as 

rehabilitation and crime prevention. This study uses a normative juridical analysis 

method with an analytical approach, which examines laws and regulations, official 

documents, and related literature to evaluate the application of the concept of plea 

bargaining system in the context of Indonesian law. In addition, this study also 

compares the practice of plea bargaining systems in other countries to provide a 

broader perspective. The results of the study show that the application of the 

concept of the concept of confession of guilt of the defendant through a special 

channel, in the Criminal Procedure Bill can increase the efficiency and 

effectiveness of the criminal justice system in Indonesia. By giving the defendant 

the opportunity to admit guilt, the judicial process can be completed faster, reduce 

the burden of cases in court, and provide rehabilitation opportunities for criminals. 

Despite the challenges in its implementation, such as potential pressure on 

defendants, clear regulation and strict oversight can ensure that the system runs 

fairly and transparently. Thus, the application of the plea bargaining system 

concept is expected to support broader criminal goals and create a fairer and more 

responsive justice system to the needs of the community. 

 

Keywords: Plea Bargaining System Concept, Reform of the Criminal Procedure 

Bill, Criminal Objectives. 
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